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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian bab sebelumnya maka dalam skripsi ini
disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana untuk kasus ke 1 (satu) dengan tersangka
Asep Surya dan Tersangka Deden Saputra, telah memenuhi unsur
Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke (2) KUHP. “diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Lalu untuk penegakan
hukum  Pidana kasus ke 2 (dua) dengan tersangka  Ayi, Usep
Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO) telah memenuhi unsur
melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pasal 363 Ayat
(1) ke (1) KUHP “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun”, Dan untuk Wawan (DPO) belum mempertanggung jawabkan
pidana nya sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke (1) KUHP, dikarenakan tersangka
belum tertangkap dan masih proses pencarian oleh pihak kepolisian Polres

Cimahi.

2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Polres Cimahi dalam
menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak ialah dengan upaya
preventif antara lain sebagai berikut : Giat kring serse anggota Polres

Cimahi di wilayah hukumnya yang mencakup wilayah kota Cimahi,
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Anggota Binmas Polres Cimahi melakukan komunikasi kepada ketua
masyarakat RT/RW, Komunikasi Anggota Binmas Polres Cimahi melalui
organisasi masyarakat setempat seperti karang taruna di wilayah Cimabhi,
pendekatan sosialisasi oleh Anggota Binmas Polres Cimahi dengan
masyarakat di wilayah Cimahi, himbauan langsung dan tidak langsung
olen Aparat Kepolisian Polres Cimahi kepada masyarakat di wilayah
Cimahi, mengaktifkan kembali jadwal keamanan poskamling warga
setempat di setiap kelurahan di Kota Cimahi. Dengan upaya represif yaitu
Aparat Kepolisian Polres Cimahi melakukan penyelidikan terhadap kasus

pencurian hewan ternak dengan tersangka Asep Surya dan Deden Saputra

lalu di lanjutkan ke tahap penyidikan setelah penyidikan lanjut ke tahap

penuntutan yaitu tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana
ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini
ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi
Kejaksaan. Lalu lanjut ke tahap pemeriksaan di pengadilan atau
mengadili hingga adanya putusan dari Hakim yang mengadili kasus

perkara pencurian hewan ternak tersebut.

A. Saran
Berdasarkan pemabahasan yang dilakukan, maka saran yang dapat

diberikan anatara lain :
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1. Perlu ditegaskan pelaksanaan penegakan tindak pidana pencurian hewan
ternak yang diberikan kepada tersangka Asep Surya dan Tersangka Deden
Saputra . lalu perlu ditegaskan juga pelaksanaan penegakan tindak pidana
pencurian hewan ternak yang diberikan kepada tersangka Ayi, Usep
Mahmudin, Karja Wijaya dan Wawan (DPO). Hukuman itu harus
setimpal dengan bentuk perbuatannya. Hukuman yang diberikan harus
dapat mengakibatkan efekjera kepada pelaku tindak pidana pencurian
hewan ternak, sehingga dapat meminimalisir tindak pidana pencurian
hewan ternak di wilayah Cimahi. Untuk tersangka yang masih DPO harus
segera tertangkap agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan pidananya
di Polres Cimahi.

2. Untuk upaya penanggulangan yang dapat dilakukan diharuskan untuk

selalu rutin dilakukuan di wilayah Hukum Polres Cimahi.
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